
 

 

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan

bahwa upaya hukum perusahaan rental mobil akibat wanprestasi yang dilakukan

penyewa di Kabupaten Sleman adalah dengan cara membuat perjanjian sewa

menyewa mobil dalam bentuk tertulis, mengatur ketentuan dalam perjanjian

tersebut mengenai kewajiban pihak penyewa untuk membayar biaya sewa sesuai

waktu yang ditentukan, mengatur ketentuan di dalam perjanjian tersebut agar

pihak penyewa membayar ongkos tambahan di luar biaya sewa untuk biaya bahan

bakar, biaya perbaikan di bengkel yang ditunjuk perusahaan rental mobil apabila

terjadi kerusakan pada mobil sewa selama berada di tangan penyewa, biaya

penggantian terhadap kehilangan mobil sewa dan ataupun peralatan serta

perlengkapan mobil sewa yang disebabkan oleh pihak penyewa maupun pihak

lain selama mobil sewa berada di tangan pihak penyewa, dan biaya transportasi

untuk pengantaran ataupun pengambilan kendaraan di luar wilayah Yogyakarta.

Adapun upaya lain yang bersifat non hukum juga dilakukan oleh perusahaan

rental mobil di Kabupaten Sleman untuk mengatasi maupun mencegah

wanprestasi yang dilakukan penyewa, yakni upaya mengatasi dengan menerapkan

tindakan penanganan, antara lain dengan cara mengenakan biaya ganti rugi atas

kerusakan dan kehilangan perlengkapan mobil sewa serta biaya tambahan atas

 

 



 

 

keterlambatan pengembalian mobil sewa, membatalkan sewa dan menarik mobil

sewa dari konsumen yang melanggar perjanjian, mengirim team buser lapangan

untuk mengejar dan menarik mobil sewa yang dilarikan, mengeksekusi barang

atau uang jaminan dari konsumen, dan mengirim team untuk menagih ganti rugi

dengan melakukan penekanan mental kepada konsumen tersebut, serta juga

tindakan pencegahan, antara lain dengan cara membentuk paguyuban,

menggunakan peralatan GPS pada mobil sewa, memperketat syarat penyewaan

mobil, meminta barang atau uang jaminan dari konsumen, membentuk team

untuk buser lapangan dan keperluan penagihan kepada konsumen, dan

mengasuransikan mobil sewa.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis ajukan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan Rental Mobil Di Kabupaten Sleman

Perusahaan-perusahaan rental mobil di Kabupaten Sleman hendaknya saling

bekerja sama dan menjalin komunikasi satu sama lain agar dapat saling

menjaga serta dapat saling bertukar informasi mengenai perkembangan rental

mobil di Kabupaten Sleman. Menjalin komunikasi antar perusahaan-

perusahaan rental mobil salah satu caranya dapat dilakukan dengan ikut dalam

asosiasi / persatuan perusahaan rental mobil yang ada. Perusahaan rental

mobil di Kabupaten Sleman hendaknya juga tidak enggan untuk melakukan

upaya hukum melalui pengadilan apabila upaya penyelesaian secara

 

 



 

 

kekeluargaan yang dilakukannya tidak berhasil sesuai dengan yang

diharapkan. Terhadap penggelapan yang dilakukan konsumen yang tergolong

tindak pidana hendaknya dilaporkan kepada Pihak Kepolisian, karena setiap

masyarakat termasuk perusahaan rental mobil memiliki kewajiban untuk ikut

serta dalam menjaga ketertiban umum.

2. Bagi Konsumen Rental Mobil Di Kabupaten Sleman

Konsumen selaku pengguna jasa dari perusahaan rental mobil di Kabupaten

Sleman, hendaknya menggunakan mobil sesuai dengan yang diperjanjikan

dan dapat menggunakan mobil sewa selayaknya “bapak rumah yang baik”.

Hal tersebut ditujukan agar tidak terjadi masalah dalam perjanjian sewa

menyewa mobil antara perusahaan rental mobil dengan konsumen di

Kabupaten Sleman.
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